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ABSTRAK 
 
 

 

Pemilihan bentuk usaha merupakan salah satu cara untuk melakukan perencanaan 

pajak dalam meminimalkan beban pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bentuk usaha apa yang menjadi pilihan terbaik bagi UMKM khususnya 

yang bergerak dibidang jasa sehubungan pekerjaan bebas. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yaitu studi kasus. Subyek dari studi kasus ini adalah 

CV TSS yang bergerak di bidang konsultasi manajemen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PT merupakan bentuk usaha yang paling baik dalam 

meminimalkan beban pajak dibandingkan bentuk usaha lainnya (CV atau 

Perorangan). 
 

 

Kata kunci :    perencanaan pajak, bentuk usaha, dan UMKM. 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
Choosing a bussines form is one of the ways to do a tax planning in minimizing the 

tax burden. The Purpose of This research is to find out what type of bussines form 

is the best choice for UMKM especially those engaged in professional services. This 

Research use qualitative method that is case study. The Subject of this case study is 

CV TSS that engage in management consulting. The Result showed that PT is the 

best bussines form to minimize the tax burden than other bussiness form (CV or 

Individual) 

 
Keywords :  tax planning, bussines form, and UMKM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1    Latar Belakang Penelitian 

 
Pandemi covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 membuat dampak 

yang begitu besar pada semua negara terutama pada sektor ekonomi. Di Indonesia 

sendiri, penanganan covid-19 cukup memberikan dampak bagi perekonomian 

karena biaya penanganan covid-19 yang cukup besar sedangkan pada tahun 2020 

terjadi penurunan penerimaan pajak akibat pemberian insentif pajak dan 

perlambatan ekonomi karena pembatasan pergerakan masyarakat sebagaimana 

jumlah penerunan penerimaan pajak pemerintah pusat sampai dengan 17,8%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 

Laporan Penerimaan Pajak Pemerintah 
 

 
 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan 

perubahan peraturan perpajakan pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu Kementerian 

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perluasan basis pajak
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dan mendorong kepatuhan perpajakan melalui sosialisasi kewajiban perpajakan 

yang salah satunya terutama pada wajib pajak UMKM. 

Wajib Pajak UMKM merupakan wajib pajak yang cukup menjadi perhatian 

karena jika melihat data Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia pada tahun 

2019 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 65,47 Juta unit. Jumlah ini bahkan 

lebih banyak dari total seluruh wajib pajak yang terdaftar Indonesia pada tahun  

2019  berdasarkan  pada laporan  tahunan  DJP  yang  hanya menunjukkan jumlah 

45,92 juta wajib pajak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2 

Laporan Jumlah Wajib Pajak 
 

 
 

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, pemerintah telah 

beberapa kali menerbitkan peraturan perpajakan yang memudahkan dan 

meringankan kewajiban perpajakan para pengusaha UMKM, baik dengan 

menerbitkan PP 46 Tahun 2013 yang membuat penghasilan UMKM dikenakan PPh 

final sebesar 1% dari omset dan kemudian menggantinya dengan PP 23 Tahun 2018 

yang menurunkan tarif PPh final tersebut menjadi 0,5%. Namun dengan segala 

manfaat lebih yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM tersebut ternyata masih 

banyak sekali wajib pajak UMKM yang belum mengetehaui cara yang paling
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sederhana untuk dapat meminimalisir beban pajak adalah dengan melakukan 

pemilihan bentuk usaha yang tepat. 

Setiap bentuk usaha memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda mulai dari 

tarif pajak yang berbeda sampai dengan dasar menentukan penghasilan kena pajak, 

sehingga sudah seharusnya dalam merencanakan pajak bentuk usaha menjadi bahan 

pertimbangan. Namun sangat disayangkan pemilihan bentuk usaha seringkali tidak 

menjadi bahan pertimbangan karena bila melihat pada gambar 1.2, peningkatan 

jumlah wajib pajak orang pribadi sangatlah jauh lebih banyak jika dibandingkan 

dengan peningkatan wajib pajak badan. 

Bagi para pelaku UMKM terutama bagi para pekerja bebas yang biasanya 

bekerja sendiri, membentuk badan usaha dirasa sulit karena dibutuhkan lebih dari 

satu pendiri dan pemilik sehingga membentuk badan usaha menjadi jarang 

dipertimbangkan. Namun sejak berlakunya UU Cipta Kerja Tahun 2020 dan PP 8 

Tahun 2021, maka perorangan juga dapat mendirikan sebuah badan usaha berupa 

perseroan perorangan yang dapat didirikan hanya oleh satu orang sehingga akan 

sangat mempermudah para pelaku UMKM dalam mendirikan badan usaha. 

Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN TAX 

PLANNING MELALUI PEMILIHAN BENTUK USAHA PADA WAJIB 

PAJAK UMKM YANG BERGERAK DIBIDANG JASA SEHUBUNGAN 

DENGAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus CV TSS Tahun 2021).”
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